




PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 lentany

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (Berita Daerah

Kabupaten Karangasem 'Tahun 2007 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketenluap Rtjsaj .1. diubah, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :

(1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Pelaksanaan

, Pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Kelurahau (ADD/ K).

(2) Pcdoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Kelurahau (ADD/ K)

,( sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tereanlum dalam lampiran yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

(3) Pengadaan barang dan jasa diupayakan swakelola dan yang kona pajak

harus dibayar.

2. Lampiran huruf F angka 1 diubah, sehingga huruf f angka 1 berbunyi sebagai

berikut:

_ 1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Kelurahau (ADD/K)

a. Perbekel

Fungsi dan peran Perbekel adalah sebagai pembina dan pengendali

kelancaran serta keberhasilan pelaksana Alokasi Dana Desa/ Kelurahau

(ADD/K).

b. Penanggung Jawab Operasi Kegiatan (P.IOK)

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan adalah Sekreiaris Desa alau

Perangkat Desa yang mampu, bcrdasarkan Keputusan Perbekel.

berlanggung jawab terhadap pengelolaan dan keberhasiian seluruhiv.a

pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Kelurahau.

c. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK)

\**S Penanggung Jawab Administrasi Keuangan (Bendahara) kegi.iian

adalah Kaur Keuangan/ Perangkat Desa pada Sekretarial Desa

berdasarkan pada Keputusan Perbekel yang bertanggung jawab alas

penyelenggaraan Administrasi Keuangan Alokusi Dana D.wi.

Kelurahan.

3. Lampiran huruf G diubah, sehingga huruf G berbunyi sebagai berikut:

G. Pelaksanaan Aloksi Dana Desa/ Kelurahan (ADD/K)

1. Perencanaan

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan

forum pertemuan lembaga kemasyarakaian yang bertujuan tmluk

mcmbahas perencanan penggunaan Alokasi Dana Desa/ Kelurahau

seeara ke.seluruhan.

I ladir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Desa anlara lain Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawnratan
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d. Pencairan dana di Bank Pembangunan Daerah Karangasem
Cabang Pembantu di Kecamatan yang ada;

e. Perlu ada Dokumentasi Kegiatan Sejak awa! sebelum

kegiatan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan dan akhir
pelaksanaan kegiatan; dan

f. Setiap pembelian bahan/ barang diatas Rp 1.000.000.-
(satu juta rupiah) diwajibkan membayar pajak PPn (10%)
dan PPh Pasal 22 (1,5%).

3. Perlanggungjawaban

a. Para pelaksana kegiatan membuat perlanggungjawaban
kepada Pengeloia Alokasi Dana Desa/ Kelurahan;

b. Pengelolaaan Alokasi Dana Desa/ Kelurahan (ADD/K)
menghimpun semua pertanggungjawaban dari pelaksana

. kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada
Bupati Karangasem, dikoordinir oleh Pengeloia Alokasi

Dana Desa/ Kelurahan tingkat Kccamalan:

e. Setiap bulan diwajibkan membuat laporan kemajuan llsik
' Uan keuangan;

N cl- Slllilt Perlanggungjawaban (SPJ) menggunakan foruiul
keuangan yangsudah ditentukan sesuai aluran; dan

e. Sctiap pengeluaran keuangan harus membayar pajak agar
_, disesuaikan dengan aturan perpajakan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Uuli 2007

Agar setiap orang mengetahuinya., memerinlahkan pcngundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaicn Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura

-'-fpada langgal 5 Oktober 2007
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Diundangkan di Amlapura

pada tanggal 5 Oktaber.,2007
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